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RINGKASAN

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Servis
dan Pemeliharaan Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember; Mila Nur Aini Maulidha, 150903101031; 2018: 101
halaman; Program Studi Diploma Il Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.

Pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara professional,
terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik (good goverment). Perwujudan pengelolaan keuangan
negara yang efektif akan mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata
dan menyeluruh disegala bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil
dan makmur. Dalam pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk
itu pemerintah harus terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara.
Yaitu mengupayakan pendapatan negara dari sektor pajak. Peranan pajak menjadi
semakin penting artinya, setelah mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang
dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan Praktik Kerja Nyata Penulis di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang merupakan salah satu wajib pajak yang menyumbang
penerimaan negara . Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada Tanggal 26 Februari 2018 s/d 06 April
2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya
tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penulis dapat memperoleh gambaran secara
nyata tentang untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas Jasa Servis dan
Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Jember.

Perhitungan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Untuk yang tidak ber-
NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi

Vil
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penghasilan adalah Bendahara Pengeluaran. Pemotongan PPh Pasal 23 yang
dibayarkan yaitu sebesar jumlah bruto dikurangkan dengan Pajak Penghasian
Pasal 23 yang terutang. Tahap Penyetoran, Bendahara Pengeluaran Badan
Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Jember, menyetorkan pajak
penghasilan pasal 23 terutang ke ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor
Pos dengan menggunakan Kode Billing yang telah dibuat melalui
https://sse3.pajak.go.id. Tahap terakhir yaitu Tahap Pelaporan, Bendahara
Pengeluaran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Jember
melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas servis kendaraan yang
sudah dipotong dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23. Batas
waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 paling lambat tanggal 20
bulan  berikutnya. (Dilaksanakan dengan  Surat Tugas Nomor
0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma Ill Perpajakan Jurusan Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik, Universitas Jember).
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Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Adminstrasi Pajak Penghasilan (PPh)
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mewujudkan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua

pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya

pembaca.

Jember, 22 juli 2018
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang — Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memaparkan bahwa:

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum
dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan
negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan Negara” (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003).

Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara
professional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment). Selain itu,
penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada penerapan
kaidah-kaidah yang baik (best practice) seperti akuntabilitas yang beorientasi
pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang efektif akan
mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata dan menyeluruh disegala
bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. untuk
pembangunan, negara membutuhkan sumber dana yang begitu dominan, sumber
dana dominan diperoleh dari pajak, saat ini perekonomian Indonesia terus
meningkat dalam era globalisasi, apa lagi sebagai negara yang sedang
berkembang.

Perkembangannya dapat dilihat dari pembangunan disegala bidang yang
terencana, terarah, dan bertahap. Perkembangan ini bermanfaat untuk mencapai
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Dalam
pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah harus

terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pemerintah tidak
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dapat mengandalkan bantuan luar negeri karena akan memperburuk kondisi
ekonomi Indonesia,dengan banyaknya utang luar negeri.

Oleh karena itu pemerintah indonesia saat ini mengupayakan pendapatan
negara dari sektor pajak. Peranan pajak menjadi semakin penting artinya, setelah
mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan
bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana kesemuanya itu bertujuan untuk
menutupi, menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar Negeri. Dalam
mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang
punggung sumber penerimaan dalam negeri atau sebagai penyumbang dana
terbesar bagi pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya
terhadap pajak sebagai prioritas utama.

Berdasarkan Undang — undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009
di jelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
Tidak mendapatlkan imbalan secara Langsung dan digunakan Untuk keperluan
Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan
untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara,
karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan
peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.
Kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman
yang cukup oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya
dengan benar, maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting
dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan
pemerintah. Penerimaan pajak secara umum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Pajak
Pusat dan Pajak Daerah. Jenis Pajak Pusat meliputi : PPN, Pajak penghasilan
Pasal 15, 19, 21, 22, 23, 4, 25,4 ayat 2.

Berdasarkan Praktik Kerja Nyata Penulis di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang merupakan salah satu wajib pajak yang menyumbang
penerimaan negara . Pajak yang dibayarkan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah antara lain yaitu : PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Dari
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beberapa pajak yang dibayarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Mayoritas dari PPh 23 atas Servis Kendaraan .

Karena Badan Penanggulan

Bencana Daerah (BPBD) merupakan Instansi yang melakukan penaggulangan

terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor non

alam dalam rangka mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Untuk menjalankan

tugasnya Bpbd sering menggunakan kendaraan kantor guna melakukan tugasnya .

Berikut kendaraan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.

Jember
No Nama Barang Merk/Type Jumlah /Kondisi
1 2 3 4
1 | Mobil PMK 1IZUSU 3 Unit Kurang
Baik
2 | Mobil PMK NISSAN 1 Unit Kurang
Baik
3 | Mobil PMK 1IZUZU ELF 2 Buah Baik
4 | Mobil PMK Toyota Dyna 1 Buah Kurang
Baik
5 | Mobil PMK Toyota HIACE 2 Buah Baik
6 | Mobil Pick up NISSAN 1 Buah Baik
7 | Mobil Operasional Ford 1 Buah Baik
8 | Sepeda Motor Trail KLX 150 6 Buah Baik
9 | Sepeda Motor Operasional Suzuki 4 Buah KuraEg
Bai

Dalam menjalankan tugasnya lapangan seringkali kendaraan tersebut

megalami berbagai pemasalah yang pada akhirnya kendaraan tersebut harus di

servis. Pada kegiatan sevis tersebut dikenakan pajak PPh 23 atas jasa servis

kendaraan.
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Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengambil judul
tentang “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa
Servis dan Pemeliharaan Kendaraan Pada Kantor Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan
rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penghitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sevis kendaraan

yang ada di Kantor Badan Penangglangan Bencana Daerah (BPBD) Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dilaksanakan magang ini diusahakan agar dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan selaku objek
pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

a. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas Jasa Servis dan
Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Jember.

b. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan
kegiatan kerja pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Jember.

c. Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang
pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Jember.

d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di
Program Studi Diploma Il Perpajakan Fakultas IImu Sosial dan Iimu

Politik Universitas Jember.
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa

1.

Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan
yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Mengetahui pola pengembangan dan permasalah yang dihadapi oleh
instansi.

Memperdalam dan meningkatkan Kkreativitas, pengetahuan, dan
wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia
keuangan.

Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang
diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mampu memecahkan

permasalahan.

b. Bagi Universitas Jember

1.
2.

3.

Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.
Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau
instansi dalam meningkatkan kreativitas diri.

Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi Instansi

1.

Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi
dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat
akademisi maupun bersifat organisasi.

Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.

Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang

disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yang professional.

d. Bagi Pengembangan limu

e. Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan

mengikuti Praktek Kerja di Kantor Kantor Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen
atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.Didalam suatu sistem, biasanya terdiri
dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling
mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka
akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari
jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang

menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

2.2 Pengertian Administrasi

Menurut Soewarno Handayaningrat (2002:2) mengungkapkan bahwa
administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan
seperti pembukuan baik penghitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan
tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dala arti yang
sempit, menurutnya administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau

pembukuan, surat menyurat atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan.

2.3 Perpajakan
2.3.1 Pengertian Pajak
Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya
mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak
agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:
a.  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan, ‘“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”

b. Menurut Waluyo (2008:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Menurut Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat
ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi
maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat

imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.3.2 Fungsi Pajak
Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.Sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan
cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentuu diluar bidang

keuangan.
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2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :
a. Official Assessment System
Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan para aparatur perpajakan.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku.Dealm sistem ini, inisiatif
serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan
Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.
Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) Membayar sendiri pajak yang terutang;
4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang;
5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang;
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai pearturan perundang-undangan
perpajakan, keputusan presiden, dan 14 peraturan lainnya untuk mendorong dan

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana
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perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus

memnuhi pajak sebagai berikut:

a.  Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara
maupun warganya,

b.  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);

c.  Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis);

d. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara
maupun warganya;

e.  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);

f. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat;

g.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);

h.  Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya;

i Sistem pemungutan pajak harus sederhana;

J- Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.5 Teori Pemungutan Pajak
Beberapa Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari

rakyatnya antara lain :
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a. Teori Asuransi
Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang
tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

b. Teori Kepentingan
Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas
kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara
atau harta kekayaan.

c. Teori Gaya Pikul
Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan
jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

d. Teori Bakti
Adalah pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan
bakti masyarakat kepada negara, dasr hukumnya terletak pada hubungan
masyarakat dengan negara.

e. Teori Daya Beli
Adalah pembayaran pajak tergantung pada daya beli
masyarakat,sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi

pajak yang mengatur.

2.3.6 Pengelompokan Jenis-Jenis Pajak
Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan
golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.
a. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya,
yaitu:
1) Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib
Pajak (tidak dapat dilimpahkan langsung kepada pihak lain).
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada
pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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b. Menurut sifatnya, pajak didasarkan pada sifat subjektif dan sifat objektif,
yaitu :

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya
dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara subjektif).
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya pada
objek pajak dan tanpa memperhatikan objek pajaknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
c. Menurut Lembaga pemungutannya, pajak berdasarkan pada siapa yang
melakukan pemungutan, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak air Permukaan, Pajak
Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bui
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

2.3.7 Tarif Pajak
Tarif Pajak digunakan dalam penrhitungan besarnya pajak terutang.
Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar (Suparmono, 2010:7).tarif Pajak terdiri dari:
a. Tarif Pajak Proposional/sebanding
Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar

pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesarnya
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10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang
dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

b. Tarif Pajak Tetap
Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang
menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea meterai.

c. Tarif Pajak Degresif
Adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya.

d. Tarif Pajak Progesif
Adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak
Orang Pribadi, setiap terjadi peingkatan pendapatan dalam level tertentu

maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

2.4 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008,
penghasilan merupakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apapun.

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada
masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang
diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam
hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus
dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan
dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah

diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan
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oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu

merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah

ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan :

a. Menurut Resmi (2017:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

b. Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian
Pajak Penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi
atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperolehnya selama satu tahun”.

c. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan
berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun
tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak

Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap

penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan
Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang
mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan PPh (Siti Resmi, 2017:75).Subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
pajak penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :
Orang pribadi.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi,
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massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :
1) Kantor perwakilan negara asing
2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3) Organisasi internasional, dengan syarat :

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

a) Bukan warga negara Indonesia.

b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.

Wajib Pajak
Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam hal ini yang menjadi subyek pajak yakni bengkel formula dan menjadi

wajib pajaknya adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan
Pengertian Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
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atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan

dalam bentuk apapun (Resmi, 2013:81).

Yang termasuk objek pajak PPh:

a.

R CI

=H

Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah,
honorarium, dan lainnya);

Laba usaha;

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
Keuntungan penjualan atau pengalihan harta;

Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian hutang;
Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang
polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi;

Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tertentu yang ditetapkan
Menteri Keuangan;

Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;

Premi asuransi;

[uran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri
dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;

Surplus Bank Indonesia.

Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri

dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis
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penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan

pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan
Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk
objek pajak penghasilan adalah :

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

c. Warisan;

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib
pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak
yang menggunakan norma penghitungan Kkhusus (deemed profit)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menurut UU Nomor 36 tahun
2008;

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuransi beasiswa;
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Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat :
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
b.Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah modal yang disetor.
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai;
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan;
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit
penyertaan kontrak investasi kolektif;
. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan,;

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

yaitu:
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1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak
pemberi  beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan
formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar
negeri;

2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris,
direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;

3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan
ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan
bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau

biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembanganyang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam
jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut;

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013:235) Pajak Penghasilan 23 merupakan
potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal,
penyerahan jasa,atau penyelenggara jasa atau kegiatan selain yang telah di
potong Pajak Penghasilan 21, yang di bayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayaranoleh  badan  pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
penyelenggaraan keguatan, Badan Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya.

18
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2.5.1 Dasar Hukum PPh Pasal 23
Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
a. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang
Tata Cara dan Pembayaran Pajak.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 23
Ayat (1) huruf C angka 2

2.5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 peotongan Pph 23

adalah :

a. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan,bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya.

b.  Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong
PPh23, yaitu:

1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas

2) Orang Pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan
pembukuan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menebitkan Surat Keputusan penunjukan

sebagai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri tertentu terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri tertentu wajib memotong Pajak Penghasilan pasal 23 pembayaran

berupa sewa.

19
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Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 23 (selanjutnya disebut
Wajib Pajak pph 23) terdiri atas :

1) Wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi dan badan)

2) Badan Usaha tetap

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015,yang
merupakan Objek pajak (PPh) pasal 23 adalah:

a. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang
polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota
koperasi.

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang.

c. Royalti.

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong
pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 21

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa
tanah dan/atau bangunan.

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selainyang telah dipotong pajak penghasilan

sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 21 .

2.5.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Berdasarkan Undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008
Pengecualian Pajak Penghasilan pasal 23 adalah :
a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi
c. Deviden debagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f

(deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan
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terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi,badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia) dan deviden diterima oleh Orang Pribadi.

d. Bagian Laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya

f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaklur pinjaman dan/atau

pembiayaan yang diatur dengan Peratiran Menteri Keuangan

2.5.5 Tarif dan Dasar Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23
a. Tarif pajak dan pemotongan
Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan
tarif sebagai berikut :
1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
Dividen
b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang;
c. Royalti
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) hurufe
2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
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telah dikeani Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2); dan
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jasa lain sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

No Jenis Pajak

1 Jasa penilai (appraisal);

2 Jasa aktuaris;

3 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

4 Jasa perancang;

5
Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas
Bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT);

6 Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi

7 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas

8 Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara

9 Jasa penebangan hutan;

10 Jasa pengolahan limbah;

11 Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);

12 Jasa perantara dan/atau keagenan;

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh

13 Bursa Efek, KSEI, dan KPEI

14 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

15 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

16 Jasa mixing film
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perwatan, pemeliharaan dan

17 perbaikan.

18 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,dan/atau
TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya
dibidang konstrusksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

19 Jasa perwatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, , peralatan, listrik,telepon, air,

gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau sertifikasi sebagai
penusaha kontruksi dan mempunyai izin
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20 Jasa maklon

21 Jasa Penyelidikan dan Keamanan

22 Jasa Penyelenggaraan kegiatan atau event organizer

23 Jasa pengepakan

74 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau
media lain untuk penginapan informasi

25 Jasa pembasmian hama

26 Jasa Kebersihan atau Cleaning Seervis

27 Jasa Katering atau tata boga

Tabel 1.2 Jasa Penunjang di Bidang Penambangan migas dan Panas Bumi

Jenis Jasa

Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur

semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;

Jasa penyemanan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan

bubur semen untuk maksud-maksud: penyumbatan kembali formasi

yang sudah kosong;

'] Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;

] Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;

'] Penetupan sumur;

Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa

bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut

terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan

kemungkinan tersumbatnya pipa;

Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar

daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan
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menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;

5 Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan
dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada
formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

6 Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tobing), yaitu jasa
yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam
sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai
dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat
dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam
sumur;

7 Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara
suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;

8 Jasa reparasi pompa reda (reda repair);

9 Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

10 Jasa penggantian peralatan/materi

11 Jasa mud logging, yaitu memasukan

12 Jasa mud engineering

13 Jasa well logging & perforating

14 Jasa stimulasi dan secondary decovery

15 Jasa well testing & wirw line service

16 Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling

17 Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling

18 Jasa mobilasi dan demobilisasi anjungan drilling

19 Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas
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Tabel 1.3 Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan

selain Migas
No Jenis Jasa
1 Jasa Pengeboran
2 Jasa penebasan;
3 Jasa pengupahan dan pengeboran;
4 Jasa penambangan;
Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;

5
6 Jasa pengolahan bahan galian;

Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi,dan penggalian
7 pemindahan tanah

8 Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

9 Jasa reklamasi tambang

Jasa peunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

a. Bidang aeronautika, termasuk :

1. Jasa pendaratan, penempatan,penyimpanan pesawat udara dan jasa lain
sehubungan dengan pendaratan pesawat udara

2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge)

3. Jasa pelayanan penerbangan

4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari
proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut
dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang,
selama pesawat udara di darat;

5. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika.

b. Bidang non-aeronautika, termasuk :
1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat

2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronaut

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses

penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya
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dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi,
bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan
penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya
disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi

berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah usaha
yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi
antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik,
pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain

yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

2.5.6 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23
Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masing-masing

Objek pajak dapt dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

No Objek Pajak Besarnya PPh Pasal 23
1 Dividen 15% x jumlah dividen
2 Bunga 15% x jumlah bunga
3 Royalti 15% x jumlah royalti
4 Sewa 2% x jumlah sewa
5 Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 15% x jumlah
selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan hadiah/penghargaan/
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bonus
6 Sewa dan penghasilan lain sehubungan 2% x jumlah sewa

dengan penggunaan harta, sewa dan

pengghasilan lain sehubungan dengan
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penggunaan harta yang telah dikenai Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2)

7 Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

2% x jumlah imbalan

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.

(tidak termasuk PPN)

Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Perbedaan pengenaaan PPh atas Deviden, bunga dan Sewa dijelaskan Pada tabel

Berikut :

Tabel 1.5 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Jenis Pengenaan Perhitungan Penerima
Penghasilan Pajak
Bukan Objek - PT koperasi,
Pajak BUMN/BUMD
Deviden dengan syarat
tertentu
PPh Pasal 23 15% x Jumlah Wajib Pajak
Bruto Dalam Negeri
PPh Pasal 26 20% x jumlah Wajib Pajak
Bruto (Final) Dalam Negeri
PPh Pasal 17 ayat | 10% x Jumlah Wajib Pajak
2)c Bruto (final) Dalam Negeri
Orang Prbadi
Bukan Objek - Perusahaan reksa
Pajak dana atau bunga
Bunga obligasi
PPh Pasal 23 15% x Jumlah Wajib Pajak
Bruto Dalam Negeri
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PPh Pasal 26 20% x jumlah Wajib Pajak Luar
Bruto (Final) Negeri
PPh Pasal 4 ayat 20% x jumlah Wajib Pajak
2)c Bruto Dalam Negeri atas
bunga deposito,
tabungan dan
bunga obligasi
pasar modal
Bukan Objek - -
Pajak
Sewa
PPh Pasal 23 Wajib Pajak
2% x Jumlah Dalam Negeri
Bruto
PPh Pasal 26 20% x jumlah Wajib Pajak Luar
bruto (final) Negeri
PPh Pasal 4 ayat 10% x jumlah Wajib Pajak
2)c bruto (final) Dalam Negeri atas
sewa\ tanah
dan/atau bangunan

2.5.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

a.

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang
bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang
bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak
sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-
lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa selambat-lambatnya 20 ( dua puluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir.Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti
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pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak
Penghasilan yng dipotong.

Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23
dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya
pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal
23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap
pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang
merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan
oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya
dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23

dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Waktu Pelakanaan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat
tugas Nomor 0912/UN25.1.2/SP/2018 yang dimulai tanggal 12 Februari sampai
dengan 09 April 2018 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember. Adapun Kegiatan Praktek Kerja nyata ini dilakukan sesuai
dengan jam kerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember yaitu;

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s.d. Kamis 07.30 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jumat 07.30 - 15.30 WIB 11.30-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember 2018

Selain itu khusus hari Jumat diisi dengan kegiatan pengajian rutin yang
dilaksanakan pada pukul 08.15 s.d. 09.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan kerja hingga pukul 11.30 WIB (dikarenakan jam istirahat bersambung
dengan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 — 16.00 WIB.

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Jl. Danau Toba Nomor 16
Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Jember Jember pada bagian kesekertariatan dan

keuangan
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3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir
oleh penulis dengan judul “Prosedur Administrasi pajak penghasilan pasal 23 atas
Servis kendaraan”. Sehingga pada pelaksanaan Prakktek kerja nyata penulis
ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Seksi
Keuangan. Pada seksi ini penulis mengamati proses perhitungan, pemungutan,
penyetoran dan pelaporan atas Jasa Servis Kendaraan. Pada seksi ini penulis

mendapatkan data yang terkait dengan judul penulis.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelakanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan
yang ada di kantor pertanahan kabupaten jember yang dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:

Tabel.3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Badan Penanggulanagan
Bencana Daerah ( BPBD) Jember

No Wakatu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab

(a) (b) (©) (d)

1. Senin, 12 Februari a. Diterima di BPBD Bu irmulandari selaku
2018 Jember oleh Sub Kasubag kepegawaian

Bagian Kesekertariatan
dan Keuangan
b. Pengarsipan data

pegawai
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(a) (b) (© (d)
2. Selasa, 13 Februari Pengarsipan data pegawai Bu Irmulandari
2018 bagian Keuangan selaku kasubag

kepegawaian

3. Rabu, 14 Februari
2018

Pengarsipan data seluruh

pegawai BPBD Jember

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian

4. Kamis, 15 Februari

Membuat surat laporan

Pak Djamaludin

2018 kejadian bencana selaku operational
5. Senin, 19 Februari Mencetak rekapan aset Puti wulan
2018 BPBD Selaku staf bagian

keuangan

6. Selasa, 20 Februari
2018

Membuat daftar keuangan
pada buku jurnal

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian

7. Rabu , 21 Februari
2018

Membuat daftar keuangan
pada buku jurnal

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian

8. Kamis, 22 Februari
2018

Pe most it tanda tangan
dan mengajukan ttd ke
kepala instani

Puti wulan
Selaku staf bagian

keuangan

9. Jumat,23 Februari
2018

Membuatkan buku juranal
untuk pengeluaran

keperluan instansi

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian

10. Senin,26 Februari
2018

Membuatkan buku juranal
untuk pengeluaran

keperluan instansi

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian
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(a) (b) (© (d)
11. Selasa,27 Februari Mencetak rekapan aset Puti wulan
2018 BPBD Selaku staf bagian
keuangan
12. Rabu, 28 Februari Diskusi mengenai Putri wulan
2018 Laporan TA dan Selaku staf bagian
Kebencanaan keuangan
13.  Kamis, 1 Maret 2018  Melengkapi stempel pada Bu Irmulandari

data-data dan undangan

selaku kasubag

kepegawaian

14.

Jumat, 2 Maret 2018

Pengajian Rutin

Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian

15.  Senin, 5 Maret 2018 Merapikan data scan yg Pak Hartono
doble pada pegawai Selaku
16. Selasa, 6 Maret 2018  Melengkapi data yg belum Putri wulan
di stempel untuk di Selaku staf bagian
mintakan kepada Kepala keuangan
Instansi
17. Rabu, 7 Maret 2018 Mempost it tanda tangan Putri wulan
dan kelangkapan stempel Selaku staf bagian
pada stempel keuangan
18.  Kamis, 8 April 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini.
19.  Jumat, 9 Maret 2018 Pengajian Rutin Bu Irmulandari
selaku kasubag
kepegawaian
20. Senin, 12 Maret 2018 Scan data pensiun
21. Selasa, 13 Maret 2018 Diskusi data data Dini

mengenai Laporan Tugas
Akhir

Selaku staf bagian

keuangan
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(@)

(b)

(©)

(d)

22.

Rabu, 14 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

23.

Kamis, 15 Maret 2018

Pencatatan Surat Masuk

Djamaludin

24,

Jumat, 16 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

25.

Senin, 19 Maret 2018

Laporan Pajak Tahhunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

26.

Selasa, 20 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

27.

Rabu, 21 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

28.

Kamis, 22 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

29!

Jumat, 23 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan

30.

Selasa, 27 Maret 2018

Laporan Pajak Tahunan

Dini
Selaku staf bagian

keuangan
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(a) (b) (© (d)
31 Senin, 26 Maret 2018  Laporan Pajak Tahunan Dini
Selaku staf bagian
keuangan
32 Rabu, 28 Maret 2018 Laporan Pajak Tahunan Dini
Selaku staf bagian
keuangan
33  Kamis,29 Maret 2018  Meminta kode efi ulang Dini
untuk NPWP yang Selaku staf bagian
bermasalah di KPP keuangan
34 Senin, 2 April 2018 Mencetak Laporan Pajak Dini
Tahunan Selaku staf bagian
keuangan
35 Selasa, 3 April 2018  Mencetak Laporan Pajak Dini
Tahunan Selaku staf bagian
keuangan
36 Rabu, 4 April 2018 IZIN Bu Irmulandari

selaku kasubag

kepegawaian

37  Kamis, 5 April 2018 Melengkapi stempel dan Bu Irmulandari
poist it ttd selaku kasubag

kepegawaian

38  Jumat, 6 April 2018 Pengajian Rutin Bu Irmulandari
selaku kasubag

kepegawaian
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(@) (b) (©) (d)

39  Senin, 9 April 2018 Mengetik ulang Laporan Pak Harianto selaku
Kebebncanaan

Sumber : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember 2018

3.3 Jenis Dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu
data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa administrasi yang berkaitan
dengan pajak penghasilan pasal 23 sedangkan data kualitatif berupa wawancara
dengan pegawai Kantor BPBD Kabupaten Jember.
3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langung dari Wajib Pajak Kantor
BPBD Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan
prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23.
b. Data Sekunders
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan
yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet,

jurnal, modul dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui
tanya jawab dengan narasumber. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini
penulis berdiskusi tentang prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23
atas jasa jasa servis dan pemeliharaan kendaraan pada kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
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b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata
ini.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di BPBD
Kabupaten Jember tentang Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 maka dapat disimpulkan :

a. Pihak BPBD selaku wajib pajak bendaharawan harus melakukan
kewajiban perpajakannya mengggunakan sistem with holding systtem atas
pengenaan jasa yaitu dari menghitung dan memotong pajak penghasilan
pasal 23 atas jasa servis yang terutang sebesar 3% untuk bulan Februari
2018, namun pada kenyataannya perhitungan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 jika tidak mempunyai
NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi.

b. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa sudah menggunakan
Surat Setoran Elektronik atau E-billing system dan Pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Servis pada BPBD Jember melalui Kantor
Pos, BPBD Jember dalam melakukan pembayaran tidak melebihi sebelum
jatuh tempo dan membayar sesuai pajak terutang;

c. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, lalu melakukan
Pelaporan pajaknya. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pasal 23 Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun Pada
kenyataannya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak
melaksanakan kewajiban perpajaknnya untuk melaporkan SPT Masa Pajak

Penghasilan Pasal 23

5.2 Saran
Penulis mengharapkan untuk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabaupaten Jember untuk lebih taat lagi dalam memmenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
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Lampiran 1

r

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11 Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (U331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@ungj.ac.id

Nomor : 0344/UN25.1.2/SP/2018 30 Januari 2018
Lampiran  : Satueksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas {lmu Sosial dan Illmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember. Adapun
nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah : ’

No NAMA NIM Program Studi

1. | Mila Nur Aini Maulidha 150903101031 Diploma III Perpajakan
2. | Lailatul lzza 150903101044 Diploma I1I Perpajakan
3. | Farimawati 150903101051 Diploma Il Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaanuya disampaikan terima kasih.

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

49
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Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Toba No. 16 Telp. (0331) 321111 Jember,
Email, bpbdjember@gmail.com

Jember, 5 Februari 2018

Kepada
Nomor - 800/ 245 141612018 Yth. Sdr. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Sifat : Penting Universitas Jember
Lampiran - C di-
Perihal : ljin Kuliah Kerja/Magang JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 0323/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 26
Januari 2018 perihal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan bahwa Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember tidak berkeberatan dan
bersedia memberikan bimbingan dan ljin magang (Praktek Kerja Nyata) kepada 3
(Tiga) orang mahasiswa Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Jember

yakni:

NO NAMA NIM PROGRAM STUDI

1 [ MILA NUR AINI MAULIDHA 150903101031 | Diploma IIl Perpajakan

2 | LAILATIL I1ZZA 150903101044 | Diploma Il Perpajakan
3 | FARIMAWATI 150903101051 | Diploma Ill Perpajakan |

Yang akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2018 s/d selesai
bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

NGGULANGAN BENCANA DAERAH

ULV
. at|
~ NIP-196"10081982011005
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 0923 /UN25.1.2/5P/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Jember nomor 800/245/416/2018 Tanggal 5 Februari 2018 Perihal Persetujuan
Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah

ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Mila Nur Aini Maulidha 150903101031 Diploma III Perpajakan
2 | Lailatul lzza 150903101044 Diploma III Perpajakan
3 | Farismawati 150903101051 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Jember mulai tanggal 12 Februari s.d 2 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018

//~ : an, Dekan,
Al - :

s #Hadi Prayitno, M.Ké!.—f
\__ NP 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPED) Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma Il Perpajakan

3. Mahasiswa yang bersang| i,

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 4

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax, (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 0924/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP :197508252002121002
Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat, golongan :Pembina,lV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas IImu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 12 Februari s.d 2 April 2018.
Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Mila Nur Aini Maulidha 150903101031 Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan |

e S

/
‘1 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.f
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember

2. Koordinator Prodi Diploma 111 Perpajakan FISIP UNE]|
3, Kasubag Akademik FISIP UNE] 4

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 5

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 0912/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANGAN
1 | Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. Pembina Lektor DPU
NIP. 197508252002121002 IV/a Kepala
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Mila Nur Aini Maulidha
NIM : 150903101031
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 8 Maret 2018
D

. ﬁNIP 1958081019%11021002
Tembusan

1. Dosen Pembimbing

2. Kasubag. Pendidikan

3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Kasubag, Keu & Kepeg.

5 Pertinggal/f
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KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email - fisipunej@telkom.net, Telp. (03311 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas 7 G AR
2 | Kemampuan / Kerjasama 77 AR
3 | Etika &0 A
4 Disiplin &O A
NILAI RATA - RATA 78 AR

Yang

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Mila Nur Aini Maulidha
NIM : 150903101031
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Menilai

o s en

NIP C M2 e Z. 2. 00
Jabatan ‘ OG- - RALT. ... KEPE powdiATt
Instansi L2V ‘.4,.{%“ ARG Lo M
Tanda Tangan : LIS

PEDOMAN PENILAIAN : b

NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 280 A Istimewa
2 | 752AB< 80 AB Sangat Baik
3 70sB<75 B Baik
4 | 655BC< 70 BC Cukup Baik
5 | 60=C<65 c Cukup
6 | 555CD<60 CcD Kurang
7 50<D< 55 D Kurang
8 | 45sDE<50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 7

DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGAL 12 FEBRUARI - 30 MARET 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

Nama : Mila Nur Aini Maulidha
Nim : 150903101031
No l:Iari/ Tanggal Kegiatan Tempat | Ttd pemgbimbing |
[ Cemn . Pengacapan  deta | BPBD
. Febr\lﬁﬂ 8013 Pegabuo\; L TEMBER 2
" Selasa, 1% Pengarsipan darer | BPBD : %
Februan sop | Pegawad T EMEEE NP
7 bk
5 Raou » |4 ngar&@aw\ dats |BpeD
. Feoruac o018 Pegaw i Jemeer
A kamis - 16 Membuat Surat Breo 'y
- : Laporin  kejaBian JEMBER .
Februaa  zof e Diamaluton
5 Cetin . 19 Meacerok rekopan | PPRO %
. Pepruan  soft i e Jemere ;
(s so (e e 52 [ Al
. | Februari 208 aser  BReD e
5 Raby » & Membuat  darc BeBD
' Februan  som Keuwan ran “JENE’E‘{ =
" koo, 82 Memwbuat  dapror nggm
' Fevruan = 2oR e angon ~
o u;'af’ 2% Pt Tr tu@a tonop. | BPBO F@ .
: A o A e =
0 Cenin , % Mempuntion dag |PPBP
: . Duku  Dengelubicon - 'JEMBE<
Feruan 2012 7
1 9&‘“‘-}9\ , 7 Megrouatean dafar 210235
Pebruan g0 - | Puru  pomoscuaran [ JEMESR
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DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGAL 12 FEBRUARI - 30 MARET 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

- Rabu . 42 Menéor feferns | BPED %
" | Peoruani sor |9 sk Tuges AR MRS -
kRamis . ot Md.mgw- Slewgod ppPRD %
13. ~ ~JEMBER
Maret 2om T Pare & =
14 JUM’Q‘ , 0% P&V\QQ")LQM R 8ppo
- ”
Macet so0it SR
| Cenn, Os Meopkac dgpa. | BPEO
B Maret a0 Loan fany goble. | ~IENEE
16 ge‘ﬂ;a, (A M&t%kqpn Yo belwm ﬁiﬁge& %&
 [Mares sor ki s B
- Ravu . 7 bost v 4+ ¢ BpeD 943 5
Maref 208 elens kap, S““‘MY"‘ ~JEMpER, it
18. Kawe - 2 Lavorow  Pasar 3:"%9_
Mﬁl"ﬁ 6‘0‘5 r{'hhuhc‘“ : A u“
' JemgeR
Maet  s0B Pen&iign -
- Ceiin , 1> Scom  Aata y B0
Maret g0 P & hikn i
5 Clasa , 13 Dokvy 9ara - (2 720) @ P
Maret 202 v/ higes  Awnic Jemesr.
7
2 Raby . 14 Leporan Pk Brebd %
" Macet g0 tatwmenn - __JEMBRR B
ams , \S Pencetentenn BreD
23 £ :
’ EMBER
Maret  50® Gurow  MUaguk: |~ _
P pamaludia
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DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGAL 12 FEBRUARI - 30 MARET 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER
od Jumat (b Loporan  pajak 5&; _ \
 Mars soi fanonan owd
25 Cenin. , # 19 Lavoren  pasar | BPEO
Maret 208 tanvaan - Jemee & Vi
26 Celaca & 20 Laperan Perele poeD %
Marer 2018 rahonas - Jemees AJ O
27 Raby Merckep 9ot [popo
| Marer s012 Regawes v lag- Pk gemeee -
” kams , 32 Lagerom pejak eeeo ~
: P Sabwnsw _Jemese -
bg, [JUMGE .23 Logoon  pajoe | @eBD \73(
E LJeEMBER
Marer 2012 XThadtrow - D
| Marer_sot tEhvnan e /! /OM\
31 SU\E’I . &b Lo raa Pegyae BPeo %X
" Maet . g0 tenunom - ~JEmees. / 0/“_“
3. Rewy . 58 Laporaan  Pyede @PR0 . C&
Maret o banva o, - ~Jemee [V it
Koous 30| VRS Wemo | oon
33. _ kode ekn @ wkep %
iggon Maret 90 | Jemoee ~JemeRk DY
Gefin + & Menceruk  (ogeran |BF2°
34, ’ ~JEMper. 8
APH\ a'o'-% ?0‘70\1& ;’C\M‘f‘la‘/\ : 0“‘“
1. | Gelasan , 3 Mencefuk laporan |BeBD
' _ Pajak tanunan T EMEeR, y/
Aerit a0
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DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGAL 12 FEBRUARI - 39 MARET 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

Kame o Melengkap Slempel
April SOR Pan  pPost I+ H

umatr 0L Pengajian Ryt
Aprd 208
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Lampiran 8 Daftar konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan ~ Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Mila Nur Aini Maulidha
NIM 1 150903101031
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Administrasi Pajak Penghésilan (PPh) Pasal 23 atas JasaServis dan Pemeliharaan
Kendaraan Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
(bahasa Inggris)

Procedure for the administration of income tax (PPh) Article 23 of the servicing and
maintenance of vehicles at the offices of the District Disaster Relief Agency jember

Dosen Pembimbing : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.

TANDA
NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN L

PEMBIMBING |

I |Rabu2s Al aer | Loo-ico|Pergaiucin Iudul

—
Kame , 26 Apiy a0 | 12 20 - B.co] Pengasuan Poo L.Ld&é L

2

3 Jumeat B We 28 (o -ier| Pengayuan bab 4 dafs

4 | Sedin 8\ Metaol 14 20-15%0| Diskue R Pab4dafiT

5 | Selase 22 Meja] 15%0 -k ACE SiThng i i
- 7

5

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 9 PMK Nomor 141/PMK.03/2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ angka 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan
dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak
Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas
imbalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana
Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);
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i
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

2008:

(1)

(2

(3)

Pasal 1

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak
Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan
jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan

b.untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh
tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak

termasuk:

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia
tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

2. pembayaran kepada penyedia jasa atas
pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait
dengan jasa yang diberikan;
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REFUBLIK INDONESIA

i
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

2008:

(1)

(2

(3)

Pasal 1

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak
Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan
jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan

b.untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh
tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak

termasuk:

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia
tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

2. pembayaran kepada penyedia jasa atas
pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait
dengan jasa yang diberikan;
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MENTERT KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan;

Jasa pengolahan limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli
(outsourcing services);

Jasa perantara dan/atau keagenan;

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali
yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI);

Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan,- kecuali yang
dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

Jasa mixing film;

Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo,

_ slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;

Jasa sechubungan dengan software atau hardware atau
sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan;

Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;

Jasa internet termasuk sambungannya;

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data,
informasi, dan/atau program;

Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi
dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat,
laut dan udara;

Jasa maklon;

Jasa penyelidikan dan keamanan;
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media

masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian -

informasi, dan/atau jasa periklanan;
Jasa pembasmian hama;
Jasa kebersihan atau cleaning service;

Jasa sedot septic tank;
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_5-

ai. Jasa pemeliharaan kolam;

aj. Jasa katering atau tata boga;

ak. Jasa freight forwarding;

al. Jasa logistik;

am. Jasa pengurusan dokumen;

an. Jasa pengepakan;

ao. Jasa loading dan unloading;

ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang
dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam
rangka penelitian akademis;

aq. Jasa pengelolaan parkir;

ar. 'Jasa penyondiran tanah;

as. Jasa penylapan dan/atau pengolahan lahan;

at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;

au. Jasa pemeliharaan tanaman;

av. Jasa pemanenan;

aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, dan/atau perhutanan;

ax. Jasa dekorasi;

ay. Jasa pencetakan/penerbitan;

az. Jasa penerjemahan;

ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur
dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

be. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;

be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;

bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM,;

bg. Jasa sertifikasi;

bh. Jasa survey;

bi. Jasa tester; dan

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi

100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar

pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Www.jdih.kemenkeu.go.id/y

64


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-
Pasal 2

(1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan
minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (6) hurufi adalah jasa penunjang berupa:

a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu
penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa
selubung dan lubang sumur;

b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu
penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:

1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
4. Penutupan sumur.

c. Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang
menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak
terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam
rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan
tersumbatnya pipa.

d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk
memperbesar daya tembus formasi dan menaikan
produktivitas dengan jalan menghilangkan  material
penyumbat yang tidak diinginkan;

e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang
dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya
perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus
sangat kecil;

f.  Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing),
yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan
buatan yang berada dalam sumur baru yang 'telah selesai,
sehingga aliran yang terjadi sesual dengan tekanan asl
formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas
nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan
dalam sumur;

g. Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian
sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi
kemampuan berproduksi;

h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair);
i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan,;
Jasa penggantian peralatan/material;

k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam
sumur;

Jasa mud engineering;
m. Jasa well logging dan perforating;

—.

—
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Jasa stimulasi dan secondary decovery;
Jasa well testing dan wire line service;
Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan
drilling;
Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
Jasa directional drilling dan surveys;
Jasa exploratory drilling;
Jasa location stacking/ positioning;
Jasa penelitian pendahuluan; '
Jasa pembebaéan lahan;
Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan,
pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan
lain-lain;
Jasa pemasangan peralatan rig;
Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
Jasa penggalian lubang tambahan;
Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
Jasa penanganan arus pelayanan (service line)] dan
komunikasi;
Jasa pengelolaan air (water system);
Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down,
Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain
seperti peralatan (fools), perlengkapan (equipment) dan
kelengkapan lain; :

Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;

Jasa proses completion untuk membuat sumur siap
digunakan;

Jasa pump fees;

Jasa pencabutan peralatan bor;

Jasa pengujian kadar minyak;

am.Jasa pengurusan legalitas usaha;

an.
ao.
ap.
ag.

Jasa sehubungan dengan lelang;
Jasa seismic reﬂection studies;
Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan

Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran,
produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan
gas bumi (migas).
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(2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha
panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah
semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
pertambangan umum berupa:

(3)

a.

o a0 o

=™

£ e s

8

n.

Jasa pengeborain;

. Jasa penebasan;

Jasa pengupasan dan pengeboran;

. Jasa penambangan;

Jasa pengangkutan/sistem transportasi,
angkutan umum;

Jasa pengolahén bahan galian;
Jasa reklamasi tambang;

Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal,
fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;

Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;

Jasa pengurusan legalitas usaha;

. Jasa peminjaman dana;

Jasa pembebasan lahan;

. Jasa stockpiling; dan

~kecuali  jasa

manufaktur,

Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah
berupa:

a.

Bidang aeronautika, termasuk:

1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat
udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan

pesawat udara;

2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
3. Jasa pelayanan penerbangan;
4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau

sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya
serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik
yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat
udara di darat; dan

5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

b. Bidang non-aeronautika, termasuk:

. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry

pesawat; dan

2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
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(4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6)
huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses
penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya
dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang
spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan
penolong/pembantu  yang akan diproses sebagian atau
seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas
barang jadi berada pada pengguna jasa.

(5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha
yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan
meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi,
pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi
pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara
kegiatan.

(6) Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk
mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian
kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan
penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau
udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan,
penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran,
penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan
dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, Kklaim,
asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan
biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-
barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang
berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain
Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. 5. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRD UMUM -

Jab
KEPALA‘BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOZ.
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASBILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALl
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2008

MENTERI IKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT
Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk
menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat
imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas customer service tersebut
selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang
dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal
23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar:

2% x Rp20.000.000,00 = Rp400.000,00.

PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk
keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga
kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam
tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati
bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian
tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar
Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar
Rp4.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman
Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju
Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:

2% x Rp4.000.000,00 = Rp80.000,00

b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan
kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 schingga PPh
Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran
kepada PT Aman Secure adalah sebesar:

2% x Rp44.000.000,00 = Rp&880.000,00

PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku
perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus
memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang
telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan
Promo kepada PT Jumbo terdiri dari:

— jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00;

— feeagen Rp5.000.000,00; dam

— biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00.

Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada
PT Iklan Promo sebesar Rpl150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan
reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
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a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran
jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar :

2% x Rp150.000.000,- = Rp3.000.000,00.

b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa .

pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah:

1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar:
2% x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000,00; dan

2) untuk jasa keagenan sebesar:
2% x Rp5.000.000,00 = Rp100.000,00.

c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan
Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka
jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo
kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000,00, sehingga PPh
Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT
Iklan Promo adalah sebesar:

2% x Rp255.000.000,00 = Rp 5.100.000,00

PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan
seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah
ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet
Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode
Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas
kontrak tersebut adalah sebesar Rpl00.000.000,00 tidak termasuk biaya
bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar
Rp20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV
Palugada.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian
dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:

2% x R100.000.000,00 = Rp2.000.000,00

b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian
tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh
Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran
kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar:

2% x Rp120.000.000,00 = Rp2.400.000,00

PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan
katering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk

untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan katering -

tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa katering
tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Seclera Sedap yaitu scbesar
Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV
Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:

2% x Rp30.000.000,00 = Rp600.000,00
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CV Bayar Tunali merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara
transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan
Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan
pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari
pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga
pembelian US$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta
imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh
CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar
US$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan
imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000,00. Atas pembayaran yang
dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23
oleh Yayasan Welas Asih sebesar;

2% x Rp5.000.000,00 = Rp100.000,00.

PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis
Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2
artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang
tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar
Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar
Rp500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000,00.

Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar
dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar:
2% x Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai
kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor
kepada artis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM--.

Wt — A AN
KEPALA BAGIAN T.U. KEM_E\JNTERIAN
GIARTOd T+ :
NIP 195904201984021001
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Lampiran 14 PMK Nomor 242/PMK.03/2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak,
penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan
pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Momor 187/PMK.03/2007;

bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1),
ayat (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 18

Tahun 2009, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 16
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1=

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang
MNomeor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
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21.
22.
23.
24,

25,

26.

27.

28.

29.

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Momer 12 Tahun 1994,

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PPh.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai.
Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PBB.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang KUP.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar
pengeluaran negara.

Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat
serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan
bagian dari sistern penerimaan dan anggaran negara.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri,
dan penerimaan bukan pajak.

Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.

Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk
menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.

Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan negara.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi
penerimaan yang diterbitkan melalui MPN.

Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara
yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi.

MNomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara
yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan
negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM).

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan
NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau
dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi
penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP.

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSF adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah
surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi,
penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22
Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada
penerimaan pajak yang sesuai.

Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah
dilakukan Pemindahbukuan.

BAB 11
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 2
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PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain cleh Menteri
Keuangan.

FFh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib FPajak harus disetor paling lama tanggal

15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan.

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta,
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnEM
atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda
tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama
dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah
tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau
belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh
bendahara.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Permungut Pajak
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.

PPN atau PPN dan PPnEM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus
disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain
Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b)
Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa,
harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (20) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Pasal 3

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai.
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Pasal 5

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi paling lama

& (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak.
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak PBB oleh Wajib Pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak PBBE harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak PBB oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah pajak yang tidak
disetujui dalam hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik sebagian atau seluruhnya, namun tidak
diajukan keberatan, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak
2008 dan sesudahnya.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak
2008 dan sesudahnya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 7

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal

penerbitan.

Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan

Wajib Pajak badan.

Waijib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan

b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Waijib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan

b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib

Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan

jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum

tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu

pelunasan.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya

permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:

a. menyetujui; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan

Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
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Pasal 8

Ketentuan mengenai Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat
pada hari kerja berikutnya.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari
yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

BAB 111
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 10

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau

b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,

pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pasal 11

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain
yang disamakan dengan SSP.
(2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan
penyetoran PPh, PPN, PPNBM, Bea Meterai, dan PEB.
(3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara
elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi
b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor
serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri;
[+5 Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan; atau
d. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) SS5P atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah
divalidasi dengan NTPN.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal
telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.
(6) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan
tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau
sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

(1) Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

a. 1 (satu) jenis pajak,
b. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan
[+5 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat

Tagihan Pajak PBB,
dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang KUP yang dapat membayar
PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SSP diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil
Tembakau Buatan Dalam Negeri, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor
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selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan
formulir SSPCP.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan formulir
SSPCP mengikuti ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah
mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika
Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak serta surat ketapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang
Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib
Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25,

PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut
ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui
Sistern Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Pasal 15

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak
secara elektronik diberikan BPN.

BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh
tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan BPN.

Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Melalui Pemindahbukuan

Pasal 16
Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik
menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;

b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang
dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam
BPN;

c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10;

d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak;

e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti
Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak
PBB;

f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar

daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
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Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan
Pajak PBB;

a. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada
pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/
surat penetapan; dan

h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa

kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode

akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau
jumlah pembayaran.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa

kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun

Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP

dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun

Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.

Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi

Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ terjadi apabila data yang tertera pada

lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/

Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan

permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan

ke pembayaran PPh, FPN, PPnEM, PBEB, dan Bea Meterai.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan

dalam hal:

a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak
dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;

b. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau

(-1 Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea

Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
Pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam mata vang Dollar Amerika
Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan
Pemindahbukuan.

Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:

a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat pembayaran diadministrasikan.

Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib

Pajak penyetor.

Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara

jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.

Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan

NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan cleh Wajib Pajak pusat.

Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan

NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving

company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan

Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang

dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor

Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN,
atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang
dimohonkan untuk dipindahbukukan;

b. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank
Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan
Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos
Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
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(-1 asli pemberitahuan pabean impor, asli dokurmmen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan
dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal

permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas S5P, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak
mencantumkan NFWF atau mencantumkan angka 0 (nol) pada @ (sembilan) digit pertama NPWP;

e. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor
melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
f. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang

menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya
sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP
(yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang
tercantum dalam SSP.

Pasal 18

Dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pbk.

Tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam Bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera
pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada Surat Setoran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) yang tertera pada SSP, SPPCP, atau BPN yang diajukan
Pemindahbukuan.

Asli SSP, SSPCP, atau Bukti Pbk yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh
kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemindahbukuan.

Bukti Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan
penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan Bukti Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Dalam hal permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan
Bukti Pbk dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IV
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda
kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami
keadaan di luar kekuasaannya sehingga Waijib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 21

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diajukan secara tertulis menggunakan
surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak
paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib
Pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan;

surat permohonan mencantumkan:

1. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan
besarnya angsuran; atau

2. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu
penundaan.

dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang
masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selain memenuhi persyaratan huruf a dan b,
Wajib Pajak harus tidak memiliki tunggakan PEB tahun-tahun sebelumnya dan permohonan dimaksud
juga harus dilampiri fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PEB, atau
Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 22
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Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus
memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang
bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar
utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran.

Pasal 23

Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan

yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan
persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran
pajak.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penclakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan
persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

Pasal 24

Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum
diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/
putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga,
kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus
diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak
yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi
untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang
pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan
adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (1), dapat diberikan untuk:

a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan
angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas
utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1);

b. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan
angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas
utang pajak berupa pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau

c. paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling
banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengangsuran atas kekurangan
pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang

terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan untuk:

a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan
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permbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk
permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

b. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk
permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5; atau

c. paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan
penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 26

Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.

Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan
Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada
tanggal pembayaran.

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas
pembayaran Surat Tagihan Pajak.

Pasal 27

Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah
diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/
putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga,
kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus
diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari
sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah
disetujui; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang
perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama
5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan;

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran

pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran
pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama
5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat usulan diterima.
Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan
Pajak menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:
a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.
Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi
sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.
Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi
untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut
paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak,
Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya yang pelunasannya telah memperoleh
persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus
dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan keputusan persetujuan
angsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana
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dimaksud dalarm Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) menjadi tidak berlaku.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, yang pelunasannya telah memperoleh
persetujuan untuk mengangsur atau menunda, persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal
waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan
kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang pajak PBB yang pelunasannya telah memperoleh
persetujuan untuk mengangsur atau menunda, persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal
waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak,

Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya yang telah mendapat persetujuan untuk
diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang
pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumiah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah
disetujui; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya yang telah mendapat persetujuan untuk
diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali
yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan
ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah
disetujui; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Dalam hal terhadap utang pajak PBB yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya
diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak PBB menjadi lebih besar atau
lebih kecil, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak,

Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya yang telah mendapat persetujuan untuk
ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi
utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda
pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang
menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka
waktu penundaan.

Dalam hal terhadap utang pajak PBB yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya
diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang pajak PBB menjadi lebih besar atau
lebih kecil, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak PBB tersebut sesuai dengan jangka waktu
penundaan.

Pasal 30

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan
dengan Surat Tagihan Pajak, SPPT, dan STP PBB, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
KUP, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan,
dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan
SPPT dan STP PBB, Wajib Pajak dikenai denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang dihitung dari saat jatuh
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31
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(1) Data pembayaran dan penyetoran pajak diadministrasikan sebagai penerimaan pajak dalam Modul
Penerimaan Negara.

(@) Atas data penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat
melakukan penyesuaian berdasarkan suatu dokumen sumber penyesuaian.

(3) Termasuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
a. Pemindahbukuan atas SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk;
b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
c. koreksi lain atas penerimaan pajak.

(4) Data penerimaan pajak yang telah dilakukan penyesuaian oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan
pemenuhan kewajiban pembayaran dan penyetoran pajak Wajib Pajak.

Pasal 32
(1) Dokumen berupa:
a. surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (5);
b. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (8): dan
c. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (9), dibuat dengan menggunakan conteh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dokumen berupa:
a. surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
b. surat pernyataan kesalahan perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8)
huruf b; dan
c. bukti Pbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibuat dengan menggunakan contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dokumen berupa:

a. surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

b. surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

c. keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5);

d. keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) dan pasal 23 ayat (5); dan

e. surat penclakan angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (4), dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, atas perintah Kuasa Bendahara Umum Negara terhadap saldo
penerimaan PBB pada:

a. Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi Elektronik; dan

b. Bank Operasional 111,

dilimpahkan ke kas negara paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui
Pemindahbukuan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan
Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha
Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
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Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran
Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran
Pajak;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/FPMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Momor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; dan

6. Ketentuan mengenai penggunaan Surat Setoran Pajak PBB untuk pembayaran PBB Migas dan PBB
Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk
Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
td.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desermnber 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDOMESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1973
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(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, erang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

punyai niat untuk pat tinggal di

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari

badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. k berdasarkan k P d

z b ber dari Angg. dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. i i dalam Pusat atau Pemerintah

Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
© warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

{4} Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
{dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
ia, yang usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha

tetap di Indenesia; dan
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang dapat menerima atau dari Inds la tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalul bentuk usaha tetap di
Indonesia.

{5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadl yang berada di Indonesia tidak lebih darl 183
{seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 {dua belas) bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak di untuk usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b cabang perusahaan;
© kanter perwakilan;
gedung kantor;
pabrik;

bengkel;

gudang;

a

Fe ~p

ruang untuk promosi dan penjualan;
pertambangan den penggalian sumber alam;
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
peternakan, pi " atau
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

o

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

arang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
di yang premi asuransi atau menanggung risike di

Indonesia; dan

]

P ' agen ik, atau p tomatis yang dimiliki, disewa, atau
kan oleh kegiatan usaha
melalul internet.

wntuk

(&) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenamya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2} sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

{1} Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a, kantor perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan erang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan b tinggal b mereka dengan syarat bukan warga negara
dan di i tidak i atau p di Juar
jabatan atau pekerjaannya tersebul serta negara
timial balik;
[ dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

selain il kepada pemerintah yang dananya berasal
dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan i i pada huruf
€, dengan syarat buken warga negara ia dan tidak usaha,
kegiatan, ateu pekerjaan lain untuk perol t dari Ind

{2) oOrg yang tidak subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ di dengan Menteri

4. Ketentuan Fasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huref b, hurof |, dan Penjelasan huruf k diubah dan
ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf g sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf
d, huruf f, huruf i, dan huref k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf I,
huruf m, dan huruf o sehingga Pasal 4 berbunyi scbagai berikut:
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Lampiran Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 (index.php?r=aturan/rinciiderypt=0)Q=) TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem

Mengingat

perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan
kepastian hukum serta periu perubahan P Undang-Undang Nomor 7 TAHUN
1983 (index.php?r=aturan/rincilidcrypt=0]Q=) tentang Pajak P i i telah

kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 (index.php?r=aturan/rincifiderypt=01Q=) tentang Pajak
Penghasilan;

. bahwa dalam huruf a, perlu membentuk Undang=-
Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang NMomer 7 TAHUN 1083 (index.php?
r=aturan/rincifiderypt=0lQ=) tentang Pajak Penghasilan;

o

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945;

u

.Undang-Undang Nemor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4740);

Undang-Undang MNomer 7 TAHUN 1983 (index.php?r=aturan/rincifidcrypt=01Q=) tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Noemor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1583
(index.php?r=aturan/rinci&iderypt=0)Q=) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

w

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
FRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 15983
" {Index.php?reats IBidcrypt=olQ=) TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
Pasal T

Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 7 TAHUN 1983 ({index.php?
r=aturan/rinciidorypt=0)Q=) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang:
a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931 Momor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34559);
b. Nomor 10 Tahun 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Momer 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
€ Momer 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Memer 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:
1 Pasal 1 i tetap dan diubah i rumusan P Pasal 1
adalah i dalam Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal Z ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2}

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
@ 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagal satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. badan; dan
€. bentuk usaha tetap.
{1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang per
dengan subjek pajak badan.
{2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
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Pasal 4
{1} Yang menjadi objek pajak adalah yaitu setiap
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk k i atau untuk Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a Penggantian atau imbalan Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ataw

diperoleh termasuk gaji, upah, jang. il komisi, bonus, grati i, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
. laba usaha;
d.

gan karena atau karena i harta termasuk:
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

M

keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota yang P , dan badan lainnya;
keuntungan karena likuidasi,

usaha, atau il i dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,

W

&

kecuall yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurue satu
derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
kebentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, atau di
antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. karena atau atau  seluruh  hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;
e kembali pajak yang telah dibebankan scbagai biaya dan
an ian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan lain dengan harta;

I i atau berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
keuntungan selisih kurs mata vang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perk lan dari yang terdiri dari Wajib
Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari hasilan yang belum dil pajak;

. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

o

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mangenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
surplus Bank Indonesia.

"

{2} Penghasilan di bawah Ini dapat dikenal pajak bersifat final:

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggots
koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. hasilan dari ksi lihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan tanah di dan

n

&, penghasilan tertentu lainnya,

wang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
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{3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima aleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintabh dan yang
diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan P h; dan
harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau erang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan  Menteri

~

Keuangan,
tidek eda h dengan usaha, pekerjean, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;

€ harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;

d. atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperolch dalam bentuk natura danfatou kenikmatan dari Wajib Pajak atou
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau Wafib Pajak yang menggunakan norma

hil khusus (d d profit) sebagai dalam Pasal 15;

e, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau dipercleh persercan terbatas sebagai
‘Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan wsaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milk negara dan badan usaha milik
daerah  yang i dividen, saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumilah
maodal yang disetor;

9. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawal;

h. penghasilan dari madal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud
pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau dipergleh anggota dari persercan komanditer yang
medainya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk unit kontrak i kolektif;

J-  dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau
kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, 9 atau  yang j
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

I yang tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam bidang i bidang p itian dan p yang telah
terdaftar pada instansi yang yang di k kembali dalam
bentuk sarana  dan kegiatan idi it dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
Menteri dan
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan ataw
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 8, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf,
yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal &
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{1} Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagl Wailb Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan

8. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan demgan kegiatan usaha,
antara lain:
1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,

bonus, i, dan yang diberikan dalam bentuk uang;
bunga, sewa, dan royalti;
biaya perjalanan;
biaya pengolahan limbah;
premi asuransi;
biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
B, biaya administrasi; dan
pajak kecuall Pajak Penghasilan;
b. peny atas | untuk peroleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk mempercleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 114;
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan;
kerugian selisih kurs mata uang asing;
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan
3, telah di perkara i kepada i Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjfanfian tertulis
i utang antara kreditur dan debitur

Hoewm oA W

»

8 n
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Fe

yang bersangkutan; atau telah dalam rhil umum  atau

khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
untuk jumiah utang tertentu;

syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur keeil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1}

E

huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Feraturan Menteri

Keuangan;

i dalam rangka bencana nasional yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;

}. sumbangan daleam rangka dan yang di
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya sosial yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah;

I fasilitas idi yang diatur  dengan  Peraturan

Pemerintah; dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pada ayat (1)
didapat kerugian, kerugian tersebut di dengan ilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa
Penghasilan Tidak Kena Fajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

& Pasal 7 diubah sehi Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

{1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
a, Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dir Wajit
Pajak arang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak
yang kawin;
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk

n

seorang isteri yang dengan suami

dimaksud dalam Pasal B ayat (1); dan

Rpl1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.

123

(2) pada ayat (1) ditentukan cleh keadaan pada
awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
by Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Menteri gan setelah di i dengan Dewan
Perwaklilan Rakyat.
7. Ketentuan Pasal & ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal &
berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 8
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{1} Seluruh penghasilan atau kerugian bagl wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak ataw
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tabun

yang belum dalam Pasal & ayat (2)
dianggap sebagai penghasilan atau  kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut
ti ta diterima atau dip dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak

berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidsk ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri perjanjian i harta
dan penghasilan; atau
. dikehendaki oleh isteri yang memilih  untuk hak dan

perpajakannya sendiri.

3) neto I-isteri i pada ayat (2) huruf b dan huruf ©
dikenai pajak neto suami isteri dan besarnya pajak
wang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan neto mereka.

{4} Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk by Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,

=

sekutu, atau anggota;
pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

n

el

cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Soslal;
cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
biaya i untuk usaha
cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
cadangan biaya dan tempat limbah industri

o ow s

untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak erang pribadi, kecuali jika dibayar
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak
yang bersangkutan;

f

m

penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan i kecuali i dan mi bagi
seluruh pegawal serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur
dengan atau Menteri

f. jumiah yang melebini kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyal hubungan istimewa sebagal imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan;

harta yang dihibahkan, bantuan atau dan warisan

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagl pemeluk agama yang diakul di
Indonesia, yang diterima olch lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, yang kebentuannya diatur dengan atau Peraturan F

h. Pajak Penghasilan;

i bizya yang atau untuk pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya;

- gaji yang dibayarkan kepada anggota firma, atau p

yang modalnya tidak terbagi atas saham;

r

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan p p 9 gan di bidang perpaj

{2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan i yang
masa manfaat lebih darl 1 (satu) tahun tidak untuk
i melalui atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 atau Pasal 11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah
=ehingga Paszal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

) atas untuk p . P atau
perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hak pakal, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

yang i masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam baglan-baglan yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi
harta tersebut.
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(2}

(3)

(4)

(]

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir
masa manfaal nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat
asas,

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih
dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan
penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang barsang mulai ghasil

Apablla Wajlb Pajak melakukan penilalan kemball aktiva berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai
setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta benwujud

ditetapkan sebagai berikut:
Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Masa sebagaimana
Berwujud Manfaat dimaksud dalam
Ayat (1) | Ayat (2)
fl. Bukan
fangunan # tahun 25% 50%
Kelompok 1 & tahun 12,5% 25%
Kelempek 2 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 3 20 tahun 5% 10%
4
l1. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak 10 tahun 10%

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenal penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan
digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi p ihan atau p harta qai i dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumiah nilai sisa buku harta
tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya
yang diterima atau sebagal pada tahun terjadinya
penarikan harta tessebut.

{9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui
dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah
sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa
kemudian tersebut.

{10) Apabila terjadi i harta yang syarat i dalam Pasal

4 ayat (3) hurul a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

{11) Ketentuan lebih lanjut mengenal kelompok harta berwujud sesual demgan masa manfaat

10. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut;

(1)

Pasal 114

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran
lainnya biaya p hak guna g hak guna usaha, hak pakai, dan
muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang

i untuk menagih, dan i i dalam
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa
manfaat, yang dihitung dengan cara tarif isasi atas tersebut
atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat
dilakukan secara tast asas.

{la) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuall untuk bidang usaha

@)

(3)

(%)

(s

(O]

7

(8

tertantu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.,
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagal
berikut:

Tarif Amortisasi
berdasarkan
K:;mﬂi:::]::ﬂ Masa Manfaat metode
Garis Saldo
Lurus Menurun
[Kelampok 1 # tahun 25% 50%
[Kelompok 2 & tahun 12,5% 25%
[Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
[Kelompok 4 120 tahun 5% 10%

Pengeluaran  untuk biaya pendirian dan  biaya perluasan modal suatu  perusahaan
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesual dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Amortisasi atas untuk hak dan lain yang |
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metede satuan praduksi.

Amortisasi atas p I untuk peroleh hak selain yang
pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam
lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan
menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, italisasi dan i i i sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila terjadi pengalinan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilal sisa buku harta atau hek-hak tersebut
dibebankan sebagal kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan

pada tahun terjadiny tersebut.

Apabila terjadi ihan harta yang syarat i i dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
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11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Morma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

{2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya dalam 1 (satu) tehun kureng dari Rpd.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) boleh neto dengan Morma

Neto pada ayat (1), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama
dari tahun pajak yang bersangkutan.

{3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya
dengan Norma Neto wajib

i dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

{4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Morma
F i F ilan Neto, di memilih

{5) wajlb Pajak yang wajib ggarakan atau Wwajib
Fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak

yeleng atau atau tidak i

pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan
Narma ghitung, ghasil Neto dan p ya dihitung dengan cara lain
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

(&) Dihapus.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan
Peraturan Menteri Kewangan.

12, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat {3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal
16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

{1} Penghasilan Kena Pajak sebagal dasar penerapan tarif bagl Wajlb Pajak dalam negeri dalam

suatu tahun pajak dihitung dengan cara dari
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurang i i dalam Pasal
& ayat (1) dan ayat {2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e,
dan huruf g.

{2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dihitung dengan norma i

dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangl dengan Penghasilan Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui sustu bentuk useha tetap di Indonesia dalem sustu tehun pajek
dihitung dengan cara mengurangkan dari i dalam Pasal 5
ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3}, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4) Penghasilan Kena Fajak bagi Wajib Pajak crang pribadi dalam negeri yang terutang pajak
dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ZA ayat (6) dihitung
berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang
disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7)

3

diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yaknl ayat (2Za) sampal
dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 17

(1} Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagl:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampal dengan Rp50.000.000,00 (Ilmu. 5%
puluh juta rupish) (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 15%
rupiah) sampai dengan (lima belas persen)|
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima pulub
uta rupiah)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus 25%

ima puluh juta ruplah) sampal dengan| (dua puluh lima
FpS500.000.000,00 (lima ratus juta persen)

rupiah)
di atas RpS00.000.000,00 (lima ratus 30%
uta rupiah) (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua
puluh delapan persen).

{2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi
paling rendah 25% {dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen)
yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

{2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40%
{empat puluh persen) darl jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa
efek di dan i tertentu lainnya dapat mempercleh tarif
sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif pada ayat (1)
huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau i

{2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat
final.
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{2d) Ketentuan leblh lanjut mengenal besarnya tarf sebagaimana dimaksud pada ayat (2c)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

{4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah

hasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupish penuh,

{5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Fajak orang pribadi dalam negeri yang terutang
pejak delam bagian tahun pajsk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung
sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam
puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (sabu) tahun pajak.

(6) Untuk kep gan pajak gi pada ayat (8), tiap bulan yang
penuh dihitung 3|:l {Ilge puluh) hari,
(7} Dengan Peraturan F i dapat tarif pajak atas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat
(3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal
18 berbunyi sebagai berikut ©

Pasal 18

{1} Menteri Keuangan berwenang kan i besarnya per
antara utang dan modal perusahaan untuk keperiuan penghitungan pajak berdasarkan
Undang-undang ini.

{2) Menteri k saat dividen oleh Wajib Pajak
dalam negeri atas puny\ertun modal pada badan wsaha di luar negeri selain badan usaha
yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima
pulub persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b, secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan
modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor,

{3} Dircktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
serta utang sebagal modal untuk menghitung besamya

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan
‘Wajib Pajak ralnnya sesual dengan kewajaran dan kelanman usaha yang tidak dipengaruhi

oleh hub dengan kan metode perbandi harga antara pihak
yang Independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode
lainmya.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajlb Pajak dan bekerja
sama dengan pihak otoritas pa}ak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar
pihak-pihak yang puny gan istimewa i i dalam ayat (4),
yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasl pelaksanaannya serta
melakukan renegosiasi setelah periode terbentu tersebut berakhir,

{3b) wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain
atau badan yang dibentuk untuk maksed demikian (special purpose company), dapat
ditetapkan sebagai pihak yang sehenamya lakuk belian tersebut ‘Wajib
Pajak yang ber isti dengan pihak lain atau badan
tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

{3c) Penjualan atau pengalinan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirkan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan
perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan

yang didirikan atau P di atau bentuk usaha tetap di Indonesia
dapat sebagai penj atau saham badan yang didirikan atau
di atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

{3d) yang dip Wajlb Pajak orang pribadi dalam negeri darl pemberi
kerfa yang memll-kl L dengan lain yang tidak didirikan dan
tidak dukan di ia dapat kembali, dalam hal pemberi kerja

kan seluruh atau sebagi ilan Waijib Pajak orang pribadi dalam neger
tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada
perusahaan yang tidek didirikan dan tidak P di tersebut.

{3c) F pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d)
diatur lebih lanjut dengan atau b Py Menteri

@) isti i i pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9

ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

& Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b, Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
DaWah PENGUASAAN YAN] SaM3 DAk 1aN0SUNG MAaupLn Hdak 1angsung; atau

. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan

lurus dan/atau ke samping satu derajat.

{5) Dihapus.
15, Ketentuan Pazal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Menteri berwenang tentang kemball aktiva dan
faktor penyesuaian apabila terjadi antara biaya dengan
karena harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif
pajak i dengan Menteri 9 tidak melebihi tarif pajak

tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampal dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5)
dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pagal 21
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{1) pajak atas dengan pekerjaan, jasa, atau keglatan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri wajib dilakukan aleh:

2. pemberi kerja yang gafi, upah, dan lain
sebagal Imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawal atau
bukan pegawai;

b. p yang gaji, upah, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

©. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan

. penyelenggara kegiatan yang p ¥ dengan p
suaty kegiatan,

a

{2} Tidak termasuk sebagai pemberi kerfa yang wafib melakukan pemeotengan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan

organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah

jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, furan pensiun, dan Penghasilan

Tidak Kena Pajak.

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong

pa]ak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak

p gan yang ya dil dengan Menteri

{5) Tarif atas p pada ayat (1) adalah tarlf pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan
Peraturan Pemerintah.

(5a) taril pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib

3

[C}

Pajak.

(6]} Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) i petunjuk pajak atas i hub
dengan pekerjaan, jasa, atau kegistan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a i untuk pajak dengan atas
penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan
keglatan di bidang impor atau keglatan usaha di bidang lain; dan
. Wajlb Pajak badan tertentw untuk memungut pajak darl pembell atas penjualan barang
yang tergolong sangat mewah.

{2) i dasar p kriteria, sifat, dan besarmya pungutan pajak
sebagaimana d-maksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

{3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib
Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok
Wajib Pajak.

18, Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf ¢ diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g
dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf b, serta di antara ayat (1) dan ayat {2) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat {1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumiah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan
4, hadiah, penghargaan. bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
bagai i dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
¢ sebesar 2% (dua persen) dari jumiah bruto atas:

1. sewa dan ilan lain dengan harta, kecuali sewa
dan lain dengan harta yang telan dikenai
Pajak dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Fajak Penghasilan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

{1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Poltol: Wajib Pajak, besarnya taril
pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenal jenis jasa lain sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf
cangka 2 diatur dengan atau ber Menteri
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(3) Orang pribadi sebagal Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk cleh Direktur Jenderal Pajak

untuk pajak pada ayat (1},
(4} pajak pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
2. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang atau terutang dengan sewa guna usaha dengan hak
opsi;

[y

dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang
diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

d. dihapus;

e. bagian laba sebegaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. dihapus; dan

h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagal berikut:

Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar neger yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang
terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

{2) Besarnya kredit pajok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah schesar pajak
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebinhi
penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditk sumber hasi|
ditentukan sebagai berikut:

a, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham
dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau
sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta
gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, rovalti, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
penghasilan berupa sewa gan dengan pengg harta tak gerak adalah
negara tempat harta tersebut terletak;
penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah
negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat

=

o

f

kedudukan atau berada;

&, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
usaha atau kegiat

f dari il atau seluruh hak penambangan atau tanda turut
serta dalam i atau dalam adalah
negara tempat lokasi penambangan berada;
keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
dan
keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha
tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

°

=

(4) sumber ilan selain ghasil bag pada ayat (3)
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

(5} Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian
dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang
harus ditambah dengan jumilah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu
dilakukan.

(6) i pelak pengkred pajak atas hasilan dari luar negen
diatur dengan atau Menteri

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (§), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9)
dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (Ba) sehingga Pasal
25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Besarmnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri aleh Wajit

Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Tahunan Pajak ilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak ilan yang dipatong i dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23

serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak,

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan

sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas

waktu Surat Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan
besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) Dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak
yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kemball berdasarkan surat ketetapan pajak
tersebut dan berlaku mulai bulen berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan
pajak.

(5} Dihapus.

(2
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(6) Direktur Jenderal Pajak berw 9 untuk Y l
pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

=3

‘Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

€ Surat Pemberitashuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalue disampaikan setelah
lewat batas waktu yang ditentukan;
Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu Surat
Tahunan Pajak Penghasilan;

. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan; dan

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

a

]

(7} Menteri pajak bagl:
a. Wajib Pajak baru;
b, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa,
dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan k el d
harus membuat laporan keuangan berkala; dan
¢ Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto,

(8} Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan
telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajlb membayar pajak
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a) i i pada ayat (B) berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2010,

(9) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf b, ayat {2}
sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

{1} Aras penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, stau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari
jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;

c royalti, sewa, dan lain dengan harta;

d. imbalan gan dengan jasa, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap dan transaksi lindung nilal lainnya; dan/atau

h. keuntungan karena pembebasan utang.

{1a) Megara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang ji usaha atau melakuk
kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang
sebenarmya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner),

(2) Atas ilan dari ji atau harta di kecuali yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau dipercleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar negeri dipatong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Aras ilan dari atau saham i dalam Pasal
18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan
neto.

(3) i i pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan

atau berd. Py an Menter

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

dikenal pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuall penghasilan tersebut ditanamkan

kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

(4

5) gan pajak sebagai i pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4)
bersifat final, kecuali:
a atas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

dan huruf c; dan

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau dipersleh orang pribadi atau badan
luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
tetap.

22 Ketentuan Pasal 29 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang
harus dilunasi sebelum Surat Pemberitshuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23, Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasal 314
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{1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu
danfatau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional
dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumiah

penanaman yang dilakukan;
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

n g

kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebibh dari 10 (sepuluh) tahun; dan

a

. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
sebesar 10% (sepulub persen), kecusli apabila tarif menurut perjanien perpajskan yang
berlaky menetapkan lebih rendah,

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah

tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pembaerian fasilitas
bagail pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

{1} Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan arang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang dipotong aleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah
Pusal dan 20% untuk Pemeriniah Daerah tempal Wajib Pajak terdafar.
(2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 310 dan Pasal 31E sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D
Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang

usaha panas bumi, bidang usaha per umum dan bidang usaha
berbasis syariah diatur dengan atau

Pasal 31E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan taril
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran
Bbruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian pered bruto seb dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan,

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara gai telah kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

28, Di antara Pasal 324 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 328 sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 328

pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang
diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain
tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29, Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 11

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya
perdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 {index.php?
r=aturan/rinci&ldcrypt=0]Q=) tentang Pajak bagal telah beb. kall diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 7 TAHUN 1982 (index.php?r=aturan/rincifidcrypt=o0lQ=) tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 15983 (index.php?

ypt=0JQ=) telah kall giubah terakhir dengan Undang-

Undang Inl,

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang M Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Lampiran 12
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

TX No A18235287084

NPWP 00.900.507.5-626.000

NAMA BEND. PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAE

ALAMAT JL. DANAU TOBA NO.16 RT.002 RW.001 TEGALGEDE

KOTA KAB. JEMBER

NOP -

JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23

JENIS SETORAN 104 - Jasa

MASA PAJAK 0303

TAHUN PAJAK 2018

NOMOR KETETAPAN -

JUMLAH SETOR Rp. 27.272

N’

TERBILANG Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah

URAIAN Belanja Servis Kendaraan Roda 4 Nopol . B. 9983 PSC dan B. 9518 PTA
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional TA
2018 (Rp. 1.000.000)

NAMA PENYETOR BEND. PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

NPWP : 00.900.507.5-626.000

~

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

018033357023112
18/04/2018 10:12:43

99

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.
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Lampiran 13

r

T POS INDONESIA (PERSERD) 818850903

antor Kpc, Jr Sumbersari 68121
3 TANDA TERINA
Setoran Pajak (MPN Billing)

angaal : 2018-03-19 113158146
o.Resi : 481218-03/2018/803624  Petugas : 945303089

anggal Buku @ 19-03-2018 NTP 1 992489375486

ode Cabang Pos : 068100 NTPN + b496EIANORHVBDNG
STAN 1 375486

ode Billing + 018033357023112

PHP 1 009005075626000

ana + BEND. PENGELUARAN BADAN PENANG

Jamat : JL. DANAU TOBA ND.16 RT.002 RW.001 TEGALGED,JEMBER

kun + 411124

enis Setoran @ 104

asa Pajak + 03032018

‘o 8K + 000000000000000

op i

unlah Setoran : Ro. 2.2712 Mata Uang @ IDR

erbilang t (Dua puluh tujuh ribu dua ratus [dyduh|FuloR dearapiah) ,,,,m..,.,

Syarat dan ketentuan berlaku Lacak status . http:/
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Lampiran 14

r

Sudah terima dari

Banyaknya Uang

Untuk Pembayaran

Beban Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mata Anggaran :  Belanja Jasa Service AC
Mabil

Rekening ¢ 5.2.2.05.01

Tahun Anggaran ¢ 2018

Bukti Kas No i /KWT/2018

BUKTI_PEMBAYARAN

: KEPALA BPBD KABUPATEN JEMBER

Rp .509.000
Lima Ratus Ribu Rupiah

: Belanja Jasa Service AC Kendaraan Roda 4 untuk kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Jember

APBD Tahun 2018

lember, 28 Februari 2018

Yang Menerima,
“BENGKEL FORMULA”

Lunas Dibayar

Tel:
Pejabat Pelaksana Bendahara Pengeluaran
Teknis Kegiatan
ULANDARI, SH EITRIA NINGSIH

NIP. 19661127 199203 2 010 NIP.19780926 201001 2 002
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